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ANGKA KEMISKINAN DIY TERTINGGI DI JAWA

BI: Dipicu Pola Konsumsi Sederhana

YOGYA (MERAPI) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indo-
nesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta Budiharto Setyawan me-
ngatakan angka kemiskinan Provinsi DIY tertinggi di Indonesia
karena pola konsumsi masyarakatnya cenderung sederhana.

"Pola konsumsi masyarakat DIY cen-
derung unik, yang relatif berbeda diban-
dingkan daerah lain. Mayoritas masya-
rakat DIY memiliki budaya yang kuat
dalam menabung dibandingkan dengan
konsumsi,” kata Budiharto seperti diku-
tip dari Antara di Yogyakarta, Jumat
(20/1).

Jika dilihat dari struktur lapangan
pekerjaan, menurut dia, mayoritas pe-
kerjaan masyarakat DIY adalah UMKM
dan didominasi tenaga kerja sektor infor-

mal yang mencapai 53,38 persen. Meski

mayoritas masyarakat telah memiliki
pekerjaan, kata dia, secara statistik ke-
miskinan DIY dianggap masih tinggi
yang mencapai 11,49 persen atau men-
duduki peringkat ke-12 provinsi dengan
kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Selain disebabkan pola konsumsi ma-
syarakat DIY yang cenderung seder-
hana, menurut dia, metode pengukuran

nggambarkan keseimbangan kemam-
puan berbelanja masyarakat DIY yang
sebenarnya.

Budiharto menyebut tingkat sim-
panan masyarakat DIY di bank selalu
lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit.
Secara rata-rata, menurut dia, rasio kre-
dit dibandingkan dengan simpanan
rumah tangga di DIY dalam 10 tahun
terakhir berkisar 66,78 persen yang ber-
arti masih rendah apabila dibandingkan
dengan rasio ideal 80-90 persen.

Kondisi tersebut, kata dia, terus men-
Jjadi problem secara statistik karena pen-
duduk dikategorikan miskin apabila ra-
ta-rata pengeluaran per kapita per bulan
di bawah garis kemiskinan. "Dengan de-
mikian, semakin rendah pengeluaran
penduduk maka akan semakin dekat de-
ngan kemiskinan," ujarnya.

Sementara itu, kesenjangan pendapat-
an yang dilihat dengan pengeluaran pen-

datang sangat tinggi yang didominasi po-
la konsumsi produk tersier. Mayoritas
penduduk pendatang, kata dia, melaku-
kan pengeluaran yang signifikan lebih
besar, terutama untuk produk makanan
jadi, sewa rumah, maupun produk gaya
hidup, seperti perawatan kecantikan
dan kesehatan. "Kesenjangan pengeluar-
an ini menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan ketimpangan di DIY men-
jadi tinggi. Hal tersebut tercermin dari
tingkat gini ratio DIY yang mencapai
0,459, tertinggi se-Indonesia," terangnya.

Karena itu, Bank Indonesia berupaya
menciptakan lapangan kerja baru dan
mendukung kesuksesan DIY dalam
menjaga keberlangsungan proyek strate-
gis nasional maupun proyek strategis
daerah. "Proyek strategis yang berlanjut
sampai dengan 2025 perlu terus dikawal
agar. dapat menyerap tenaga kerj)a dari
masyarakat sekitar atau lokal," ujar
Budiharto.

Sementara itu, Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta segera menggeser
fokus pembangunan ke wilayah selatan
untuk menurunkan angka kemiskinan
dan ketimpangan ekonomi di provinsi

ke selatan, sudah tidak bisa (ditunda) la-
gi, tapi bukan berarti yang utara kita
tinggal," kata Kepala Badan Perencana-
an Pembangunan Daerah (Bappeda)
DIY Beny Suharsono di Kompleks
Kepatihan, Jumat (20/1).

Wilayah selatan yang dimaksud
Benny adalah Kabupaten Bantul, Kulon-
progo, dan Gunungkidul yang angka ke-
miskinannya lebih tinggi dibanding
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakar-
ta. Beberapa pembangunan di wilayah
selatan yang secara konkret telah dimu-
lai di antaranya pembangunan Jalur
Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan pem-
bukaan akses wisata kawasan selatan,
salah satunyd di Gunungkidul. "Selama
ini kalau mau ke Gunungkidul selalu
macet, kami akan buka aksesnya,"
ujarnya.

. Ia mengatakan agar satu sama lain ti-
dhk saling bersai{lg, maka pembangun-
an tiga kabupaten di sisi selatan DIY itu
akan berkoordinasi dan bersinergi.
"Harus ada konvergensi satu sama lain.
Tidak bisa berdiri sendiri, kita harus
bicara dengan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo,"

statistik belum sepenuhnya dapat me-  duduk lokal dengan penduduk pen- ini. "'Keberpihakan pembangunan harus lanjutnya. )
Instansi Nilal Berita Sifat Tindak Lanjut
1. Netral Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 02 Juli 2026

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Halaman: 2



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

